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Civil law analysis of changes and additions to a person's name This study
refers to the civil law analysis of changes and additions to a person’s name.
This study uses a standard legal approach with descriptive research methods
and qualitative analysis. The data used are secondary data obtained through
bibliographic and documentary research. The results of the study indicate
that changes and additions to a person's name can be done with procedures
in accordance with civil law. Name changes can be done by submitting a
name change application to the court and following the established
procedures. Additions to a name can be done by submitting a name addition
application to the court and following the established procedures. The
conclusion of this study is that changes or additions to a person's hame can
be done according to procedures in accordance with civil law. Hopefully
this study can contribute to the development of civil law and provide useful
information for the community.
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1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu yang ada di Indonesia diatur oleh hukum,
termasuk hukum yang berkaitan dengan orang-orang menurut hukum perdata. Dalam hukum perdata, seseorang
menunjuk pada pemegang hak atau subjek hak [1]. Sehingga seseorang memiliki kedudukan sebagai subyek
hukum. Dalam menentukan status seseorang terjadi peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa penting
menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan adalah
peristiwa-peristiwa yang dialami seseorang antara lain kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,
pengakuan anak, kepemilikan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan
[2]. Nama merupakan identitas seseorang. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Dan (2) UU No.35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
Kewarganegaraan yang dituangkan dalam suatu akta kelahiran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nama
menunjukan identitas diri yang membedakan dengan individu yang lain sebuah nama diberikan pada saat
seseorang lahir [3].

Perubahan nama didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Kependudukan Sipil. Sebelum mendaftar ke
Badan Kependudukan dan Kependudukan Sipil, seseorang yang ingin melakukan perubahan nama harus
mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi untuk menerima putusan Pengadilan Tinggi. Selain itu, keputusan
ini diberitahukan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mendaftarkan
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dan mengubah nama pada catatan kependudukan. Alasan pergantian nama ada banyak sekali, alasan-alasan
tersebut yang penetapan

tersebut dilaporkan pada instansi pelaksana yaitu Dinas dijadikan dasar seseorang untuk melakukan penggantian
atau perubahan nama [4].

Setelah proses pengubahan nama selesai dilakukan, maka nama baru tersebut akandicatat di kantor catatan
sipil atau kantor pendaftaran penduduk yang berwenang diwilayah setempat. Namun, perlu diingat bahwa
pengubahan nama bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa ketentuan yang harus
dipenuhi dan prosedur yang harus diikuti sebelum seseorang bisa mengubah atau menambah nama merekadalam
perspektif hukum [5]. Seseorang yang ingin mengajukan permohonan penetapan perubahan nama pada pengadian
negeri setempat, sekiranya perlu memperhatikan alasan yang mendasar melakukan perubahan nama tersebut agar
tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh
pengadilan negeri setempat. Menghindari permohonan penetapan perubahan nama yang diajukan dinyatakan
“ditolak™ atau “tidak dapat diterima” harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
sesuai dengan ketentuan pengajuan permohonan penetapan perubahan nama pada pengadilan negeri setempat [6].

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah Menggunakan pendekatan normatif untuk menilai
kesesuaian prosedur dan ketentuan hukum perdata terkait perubahan dan penambahan nama pada seseorang
dengan prinsip-prinsip hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial, serta untuk
mengevaluasi potensi perbaikan atau penyempurnaan dalam sistem hukum yang ada [7]. Data dari penelitian
bersumber dari Perundang-undangan dan Pustaka lain. Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah studi
literatur pendekatan studi literatur (literatur penelitian) yaitu dengan sumber data berupa data sekunder yang
diperoleh dari studi sebelumnya dan sumber referensi lainnya. Penelitian literatur adalah penelitian yang
temuannya diperoleh dengan mencari data dari berbagai literatur dan referensi yang berkaitan dengan pokok
bahasan yang dibahas [8].

Sebagai contoh penulis mengumpulkan data dari dokumen-dokumen hukum terkait, seperti akta kelahiran,
akta perkawinan, akta notaris, putusan pengadilan, dan dokumen administratif lainnya yang berkaitan dengan
proses perubahan dan penambahan nama. Dokumen ini akan memberikan informasi yang penting tentang
prosedur hukum yang terlibat, persyaratan yang harus dipenuhi, dan implikasi hukum dari perubahan atau
penambahan nama. Metode dalam analisis data dilakukan dengan Analisis Deskriptif yang artinya Penelitian ini
berusaha untuk mendeskripsikan data yang menjadi objek kajian dan dikutip secara langsung. Lebih lanjut
menurut Cresweell (2012:276) memaparkan teknik analisis data penelitian ini adalah mengolah dan
mempersiapkan data, membaca data yang telah didapat, menganalisis lebih detail [9].

Sebagai contoh memeriksa secara rinci dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan proses perubahan
dan penambahan nama. Analisis ini bertujuan untuk memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku, persyaratan
yang harus dipenuhi, serta implikasi hukum dari perubahan atau penambahan nama tersebut. Teori yang
digunakan adalah Positivisme dalam hukum perdata mengacu pada pandangan bahwa hukum hanya terdiri dari
aturan dan norma yang dibuat dan ditegakkan oleh negara. Aliran positivisme mengajarkan bahwa hukum bersifat
mengatur, berlaku keseluruhan, dan ditetapkan oleh otoritas penguasa negara. Di dalamnya terdapat pemisahan
jurang antara norma/kebijakan dengan etika/moral dan antara keadilan dan legalitas hukum. Keseluruhan
peraturan perundang-undangan merupakan produk dari pemikiran sebagai sesuatu yang memuat hukum secara
lengkap sehingga tugas hakim hanya mengaplikasikan ketentuan undang-undang secara sistematik dan linear
dalam menyelesaikan permasalahan Masyarakat [10].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:
a. Proses Administratif dan Persyaratan yang Harus Dipenuhi Untuk Mengajukan Permohonan
Perubahan atau Penambahan Nama Menurut Hukum Perdata
Perubahan nama seseorang pada akta kelahiran menjadi hal yang penting bagi banyak orang. Ada
berbagai alasan mengapa seseorang ingin mengubah namanya, termasuk perubahan identitas gender, perkawinan,
atau keinginan untuk memiliki nama yang lebih unik. Dalam hal ini, perubahan nama harus melalui proses yang
formal dan resmi untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tercatat secara hukum dan sah [11].
Urutan mengenai perubahan dan penambahan nama diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 61-67 UU tersebut mengatur tentang perubahan dan penambahan
nama pada kartu identitas penduduk, yaitu KTP (Sinuraya, Yusri, & Muchid, 2023). Beberapa persyaratan yang
harus dipenuhi agar perubahan atau penambahan nama sah adalah sebagai berikut (Fortuna 2022):
1. Surat permohonan perubahan atau penambahan nama dari yang bersangkutan atau dari wali jika yang
bersangkutan belum cukup umur.
2. Alasan yang jelas dan sah untuk perubahan atau penambahan nama.

Proceedings homepage: https://conferenceproceedings.ump.ac.id/index.php/pssh/issue/view/32



https://conferenceproceedings.ump.ac.id/index.php/pssh/issue/view/32

384 ISSN: 2808-103X

Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Fotokopi kartu keluarga.

Fotokopi KTP yang lama.

Fotokopi surat nikah atau surat cerai (jika ada).

Surat keterangan dari RT dan RW setempat.

Surat keterangan dari instansi terkait (jika ada).

Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, pihak yang berwenang akan melakukan proses verifikasi dan
validasi atas permohonan tersebut. Dalam hal perubahan nama, diharapkan pemohon tidak memiliki niat untuk
menipu orang lain dengan identitas barunya, apabila hal itu terjadi Pengadilanberhak untuk menolak permohonan
perubahan nama yang diajukan. Namun apabila alasan-alasan pemohon dalam perubahan nama dikabulkan oleh
Pengadilandan mendapatkan penetapan daripengadilan, maka pemohon harus mendatangi Kantor Dukcapil untuk
mendaftarkan perubahan dan pergantian nama serta mendapatkan akta baru [12]

N AW

b. Akibat Hukum Dari Perubahan dan Penambahan Nama Pada Seseorang

Nama adalah suatu hal yang harus dicantumkan ke dalam suatu surat keterangan yang menunjukkan
pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Akibat hukum
perubahan nama seseorang dalam hukum perdata meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang,
yang berisi tentang peraturan mengenai orang sebagai subyek hukum,hukum keluarga, yang mengatur hubungan
antar anggota keluarga, hukum harta benda, yang mengatur hubungan antar orang yang dapat diukur. dalam hal
uang, dan hukum waris (mengatur benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia). Hak dan kewajiban
tetap sama meskipun ada akibat hukum untuk mengubah nama seseorang karena orang tersebut tetap sama, hanya
hak dan kewajiban yang berbeda dari nama lama ke nama baru [13].

Perubahan atau penambahan nama subyek hukum dalam dokumen kependudukan adalah perbuatan
hukum, karena perbuatan hukum mengandung makna setiap perbuatan atau tindakan subyek hukum yang
mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum tersebut memang dikehendaki oleh subyek hukum. Akibat hukum
menurut A Ridwan Halim adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh
subyek hukum terhadap obyek hukum atau pun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian
tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum [14].

Pergantian nama pada hakikatnya mengubah bukti diri dalam akta kelahiran. Ketentuan itu menarangkan
apabila seorang mau mengajukan pergantian nama, hingga wajib mengajukan ke majelis hukum negara setempat
[15]. Perubahan atau penambahan nama manusia sebagai subyek hukum dalam dokumen kependudukan dan
catatan sipil menimbulkan akibat hukum yang luas, yaitu : harus mengajukan permohonan agar mendapat surat
penetapan perubahan atau penambahan nama dari pengadilan negeri. Mengajukan pemohon perubahan atau
penambahan nama ke Disdukcapil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Pejabat

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta
Pencatatan Sipil. Merubah identitas nama subyek hukum pada dokumen kependudukan lainnya seperti : KK, KTP,
paspor, akta nikah/buku nikah, serta dokumen lainnya seperti: ijazah, sertipikat tanah,surat-surat perbankan,
dokumen kontrak, dan lain sebagainya, karena jika tidak disertai/diikuti dengan perubahan nama pada dokumen
tersebut dapat dikhawatirkan dikemudian hari bermasalah dengan hukum. Akibat hukum dikenakan sanksi/sanksi
yang dapat diterima: perubahan atau penambahan nama tanpa surat penetapan pengadilan negeri tidak dapat
dikabulkan oleh Disdukcapil. Perubahan atau penamahan nama tidak dilaporkan ke Disdukcapil dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa denda. Sanksi juga dapat diterima oleh subyek
hukum jika perubahan pada dokumen kependudukan dan catatan sipil tidak diikuti/disesuaikan dengan perubahan
nama pada dokumen lainya, berupa penolakan pengguanaan dokumen-dokumen tersebut atau tidak diterimanya
suatu perbuatan hukum dengan alasan tidak sama identitas nama subyek hukumnya.

4.  KESIMPULAN

Proses administratif dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan perubahan atau
penambahan nama menurut hukum perdata. Perubahan nama seseorang pada akta kelahiran menjadi hal yang
penting bagi banyak orang. Ada berbagai alasan mengapa seseorang ingin mengubah namanya, termasuk
perubahan identitas gender, perkawinan, atau keinginan untuk memiliki nama yang lebih unik.

Dalam hal ini, perubahan nama harus melalui proses yang formal dan resmi untuk memastikan bahwa
perubahan tersebut tercatat secara hukum dan sah. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perubahan atau
penambahan nama sah adalah sebagai berikut :

1. Surat permohonan perubahan atau penambahan nama dari yang bersangkutan atau dari wali jika yang
bersangkutan belum cukup umur.
2. Alasan yang jelas dan sah untuk perubahan atau penambahan nama.

Dalam hal perubahan nama, diharapkan pemohon tidak memiliki niat untuk menipu orang lain dengan

identitas barunya, apabila hal itu terjadi Pengadilan berhak untuk menolak permohonan perubahan nama yang
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diajukan. Namun apabila alasan-alasan pemohon dalam perubahan nama dikabulkan oleh Pengadilandan
mendapatkan penetapan daripengadilan, maka pemohon harus mendatangi Kantor Dukcapil untuk mendaftarkan
perubahan dan pergantian nama serta mendapatkan akta baru.

Perubahan atau penambahan nama subyek hukum dalam dokumen kependudukan adalah perbuatan
hukum, karena perbuatan hukum mengandung makna setiap perbuatan atau tindakan subyek hukum yang
mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum tersebut memang dikehendaki oleh subyek hukum. Perubahan atau
penambahan nama manusia sebagai subyek hukum dalam dokumen kependudukan dan catatan sipil menimbulkan
akibat hukum yang luas, yaitu : harus mengajukan permohonan agar mendapat surat penetapan perubahan atau
penambahan nama dari pengadilan negeri.
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